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KATA PENGANTAR

Perkembangan Investasi merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi
di daerah, investasi yang dilakukan secara tepat dapat mendukung peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Strategi dan kebijakan daerah dalam menciptakan iklim kondusif bagi investasi
yang mudah, nyaman dan aman diharapkan dapat menciptakan daya tarik bagi para investor
untuk menanamkan modalnya.

Dengan lahirnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai
Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diharapkan dapat meningkatkan minat
investor baik domestik maupun asing untuk menanamkan modalnya / berinvestasi sehingga
mampu meningkatkan perekonomian di Kabupaten Bone menjadi lebih baik.

Untuk mendukung pencapaian peningkatan minat investor diatas dapat diwujudkan
dengan pelaksanaan program kegiatan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan lima
tahunan dalam hal ini Rencana Strategis yang diimplementasikan dengan Rencana Kerja
Tahunan dalam hal ini Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan Perundang
Undangan yang berlaku, rancangan Rencana Kerja yang disusun merupakan acuan dalam
pelaksanaan program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kami menyadari bahwa rancangan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan untuk itu
diperlukan saran dan masukan untuk perbaikan pelaksanaan program kegiatan di masa yang akan
datang, dan kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat dijadikan bermanfaat dalam
pelaksanaan Tugas dan Fungsi aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah
memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan dalam pelaksanaan nanti senantiasa
diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

Watampone, 06 Juli 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintahan
Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi
Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan
Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan Daerah pada umumnya. Rencana
Kerja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem
perencanaan Daerah, karena Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk
perencanaan pada unit Organisasi Pemerintah terendah dan terkecil. Rencana
Kerja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada
masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Kualitas penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangatlah menentukan
pada kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat
Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalis gambaran
pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang
dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah
tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang didasarkan pada
penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan
prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.
Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah,
adalah sebagai berikut: Rencana Kerja --- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone 2021 ; a. Berpedoman pada Renstra Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan mengacu pada
rancangan awal RKPD; b. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didasarkan atas
pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan Pemerintahan Daerah yang
memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-

masing Perangkat Daerah;c. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan
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yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan
dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan
penyusunan APBD:d. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat
Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan
Pemerintahan Daerah yang memerlukan prioritas  penanganan  dan
mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah; e. Program dan kegiatan
yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja keluaran, biaya
satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.
Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra
Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena
didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan
keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra
Perangkat Daerah dan RKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan masukan
utama bagi penyusunan RKP, Renstra Perangkat Daerah, dan RPJMD, bagi RKA
Perangkat Daerah, KUA, PPAS, dan RAPBD.

Program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Bone merupakan penjabaran dari program yang ada dalam
Rencana Strategis (Renstra). Program-program ini dilaksanakan dalam rangka
mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam
Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bone. Tercapainya sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone beserta sasaran satuan kerja lain, diharapkan
mampu mewujudkan pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Bone. Sehingga
tercapainya sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bone dan diharapkan mampu memberikan konstribusi positif terhadap
pencapaian sasaran bahkan tujuan Pemerintah Kabupaten Bone.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kab. Bone Tahun 2021 ini, didasarkan pada beberapa
peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Tingkat I1 Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822),
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LLembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir
dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006
tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan

Menengah daerah, serta tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka
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Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan
atas Paeraturan Daerah Kabupaten Bone nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005 — 2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor
7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Nomor 6);

16. Peraturan Bupati Bone Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu pada Jenis Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 359);

17. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten
Bone Tahun 2016 Nomor 13);

18. Peraturan Bupati Bone Nomor 56 Tahun 2017 tentang Standar Operasional
Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten
Bone Tahun 2017 Nomor 56);

19. Peraturan Bupati Bone Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Bone Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pendelegasian

Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman
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Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 30);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 9);

22. Peraturan Bupati Bone Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 55).

1.2 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone adalah sebagai acuan dalam

merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan Penanaman Modal

dan Pelayanan Perijinan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone adalah sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan kebijakan, arah, strategi sekaligus menformulasikan program
dan kegiatan pelayanan perijinan di Kabupaten Bone dalam kurun waktu satu
tahun;

2. Menyediakan sebuah dokumen yang strategik dan Komprehensif yang
menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi dan masalah daerah,
perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi hingga pemilihan program
strategis di bidang pelayanan perijinan yang sesuai dengan kebutuhan di
Kabupaten Bone.

1.3. Sistematika Penyusunan
Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Bone Tahun 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
BABI PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat
dipahami dengan baik
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1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , keterkaitan
antara Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat
Daerah, dengan Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja Provinsi,
serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang Undang, Peraturan Pemerintah,
Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang
dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.

1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta susunan

garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun lalu dan capaian Renstra
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan
perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD
tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapian target
Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun — tahun

sebelumnya.
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Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun lalu, dan realisasi

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan / atau realisasi APBD

untuk perangkat daerah yang bersangkutan.

Pokok — pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil /
keluaran yang direncanakan;

4. Faktor — faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau
melebihi target kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan

6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran vang perlu
diambil untuk mengatasi faktor — faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat

Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam

NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator vang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi

masing-masing perangkat daerah, serta ketentuan peraturan

perundang undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika perangkat daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolak

ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap perangkat

daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagiamana cara

menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan

masing masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan

standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

.
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Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan hal kritis yang terkait
dengan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu h;

2. Permasalahan dan hambatan vyang dihadapi  dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,
terhadap capaian program nasional/internasional, sperti
NSPK,SPM dan SDGs (suistanable Development Goals);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan
kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan
awal RKPD dengan analisis kebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan — temuan setelah proses tersebut dan catatan
penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD,
misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang
tidak terdapat rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan
cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan
yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok
masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi
asosiasi, perguruan tinggi maupun dari kecamatan yang langsung
ditujukan kepada perangkat daerah kabupaten maupun berdasarkan
hasil pengumpulan informasi perangkat daerah kabupaten dasri
penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang

Kabupaten.
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Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan
usulan pemangku kepentingan;

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat

Daerah.

Bab III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang
menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan
yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah.
3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang
dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
3.3 Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai :
a. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
rumusan program dan kegiatan.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai
dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu
indikatif, maupun kombinasi keduanya.
d. Tabel rencana program dan kegiatan.
Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BabV PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak
sesuai dengan kebutuhan.

2. Kaidah — kaidah pelaksanaan

3. Rencana tindak lanjut

4. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tangga dkumen,
nama perangkat daerah beserta nama dan tanda tangan kepala
Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.
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BAB 11

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun lalu

dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Untuk Mengukur Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan — kegiatan atau

program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan

secara periodic.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone ini menyajikan dasar

pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa

yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone selama tahun 2019. Pengukuran kinerja

kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.
Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran
(outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts).
Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia,
laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti
dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis
indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan
menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan
memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2019

Anggaran Tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dengan APBD (murni) sebesar Rp
7.500.000.000,- dan APBD (perubahan) sebesar Rp 7.650.000.000.- terdiri

e
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dar1 9 Program dan 33 Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 88% dan
capaian kinerja keuangan sebesar 34,29%. Dengan rincian realisasi dapat
dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.1
Realisasi Fisik dan Keuangan Program / Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019

Program Pelayanan

! | Administrasi Perkantoran | P 807.741.400 805.514.157 | 99.72% | 100.00%
Penyediaan Jasa

1 | Komunikasi, Sumber Daya Rp 130.320.000 129.481.603 | 99.36% | 100.00%
Air dan listrik
Penyediaan Jasa

2 Administrasi Keuangan Rp 34.452.000 33.734.017 | 97.92% | 100.00%
Penyediaan Jasa

3 S e Rasrilor Rp 14.203.000 14.203.000 | 100.00% | 100.00%
Penyediaan Bahan Bacaan

4 | Dan Peraturan Perundang- | Rp 37.300.000 36.840.000 | 98.77% | 100.00%

undangan

Rapat-rapat Koordinasi Dan
5 | Konsultasi Dalam Daerah Rp 345.000.000 344842637 | 99.95% | 100.00%
Dan Luar Daerah

6 Pelaksanaan Administrasi

0, 0
Perkantoran Rp 246.466.400 246.412.900 | 99.98% | 100.00%

Il | Sarana dan Prasarana Rp  5.261.930.000 252.736.354 | 4,80% | 4,00%

Aparatur

Pembangunan Gedung ) i
1| oo Rp 5.000.000.000 0.00% | 0.00%
» | PengadaanPerdiatan Rp 81.400.000 81.400.000 | 100,00% | 100.00%

Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala

3 | Kendaraan Rp 137.480.000 128.286.354 | 93,31% | 100.00%
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala

4 | Perlengkapan Gedung Rp 43.050.000 43.050.000 | 100.00% | 100.00%

Kantor
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Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

91.159.000

90.909.000

Pendidikan dan Pelatihan
Formal

Rp

22.125.000

22.125.000

100,00%

100.00%

Sosialisasi Peraturan
Perundang Undangan

Rp

56.584.000

56.334.000

99.56%

100.00%

Bimbingan tekhnis
Implementasi Peraturan
Perundang undangan

Rp

12.450.000

12.450.000

100,00%

100,00%

Program Peningkatan
Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian
Kinerja & Keuangan

9.420.000

9.170.000

:
;

Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja Dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

Rp

9.420.000

9.170.000

100.00%

Program Penunjang
Pemerintahan =Umum

59.565.500

59.065.500

100.00%

Penyusunan Rencana
Perangkat Daerah

Rp

32.820.000

32.320.000

98,48%

100.00%

Pengelolaan Website
Perangkat Daerah

Rp

26.745.500

26.745.500

100,00%

100.00%

Vi

Promosi dan

Peningkatan

497.994.200

496.094.911

99.62%

100.00%

Peningkatan Koordinasi
dan kerjasama di bidang
penanaman modal dengan
instansi pemerintah dan
dunia usaha

Rp

26.977.000

26.977.000

100,00%

100,00%

Peningkatan kegiatan
pemantauan, pembinaan
dan pengawasan
pelaksanaan penanaman
modal

Rp

32.455.000

32.165.000

99.11%

100.00%

Peningkatan kualitas SDM
guna peningkatan
pelayanan investasi

Rp

33.410.000

32.498.750

97.27%

100.00%

Penyelenggaraan pameran
investasi

Rp

405.152.200

404.454.161

100,00%




VIl | Iklim Investasi dan 31.764.200,00 Rp31.354.200 | 98.71% | 100.00%
Rea!isas; ﬁwestasu - _ ;
Perencanaan dan
1 | penyusunan kebijakan Rp 15.109.500 14.969.500 | 99.07% | 100.00%
Penanaman Modal
Peningkatan pelayanan
2 ffivaetals; Rp 16.654.700 16.384.700 | 98.38% | 100.00%
Program Penytapan : . : : -
Potensi Sumberdaya, s e : ' ;
vlli Sarana dm?msarana : Rp . 30.973.900 30.4?3.900 98.39% | 100.00%
| Daerah |
Kajian potensi sumber daya
1 | yang terkait dengan Rp 28.583.900 28.083.900 | 98.25% | 100.00%
investasi
g | PenyusunanData Peluang | o, 2.390.000 2.390.000 | 100,00% | 100,00%
Investasi U U : :
IX _Kuafitas Pelayanm Pubﬁk Rp ; 859451 800 847542150 | 9861% | 100.00%
Peninjauan Lokasi Layanan
1 Perivires Rp 105.449.000 105.449.000 | 100,00% | 100.00%
Pelayanan administrasi . o
2 perizinan Rp 103.162.500 103.162.500 | 100.00% | 100.00%
Penyusunan standar
Operasional Prosedur o
3 (SOP) bidang pelayanan Rp 4.724.900 4.724.900 | 100.00% | 100,00%
Perizinan
Monitoring Evaluasi dan
4 | Pelaporan Rp 39.594.100 39.544.100 | 99.87% | 100.00%
penyelenggaraan perizinan
Pemantauan, Pembinaan
5 | dan pengawasan Rp 94.490.800,00 94.436.400 | 99.94% | 100.00%
pelaksanaan perizinan
Layanan Pengarsipan dan o o
6 Pusyarisiton Porizice Rp 396.761.800,00 393.761.800 | 99.24% | 100.00%
7 | Peldiaaani Survey Rp 13.432.600,00 13.432.600 | 100.00% | 100.00%
Kepuasan Masyarakat
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Penanganan Pengaduan

8 Pelayanan Rp 14.286.100,00 5.480.850 | 38,36% | 100.00%
Penyusunan dan

9 | Pengembangan Regulasi Rp 87.550.000,00 87.550.000 | 100,00% | 100.00%
Perizinan

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2020 _

Sedangkan untuk Tahun berjalan yakni Anggaran Tahun 2020 dengan usulan
sebesar Rp. 2.950.000.000,- terurai dalam 10 program dan 37 kegiatan, diharapkan
keberhasilan kinerja mencapai 100 %, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun
kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 serta perkiraan capaian program dan
kegiatan tahun 2020, dalam menjalankan kegiatannya, Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone masih menghadapi hambatan/kendala

yang meliputi :
Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone
Sumber Daya Manusia (SDM) sudah cukup memadai namun yang menjadi kendala
adalah kurangnya pegawai pelaksana sehingga tidak berimbang antara kegiatan yang
dilaksanakan dengan jumlah aparatur yang ada.

Sarana Kerja dan Perlengkapan

Untuk sarana kerja dan perlengkapan sudah sangat mendukung yang disesuaikan
dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone namun masih ada beberapa sarana yang

dibutuhkan untuk pelaksanaan beberapa kegiatan.
Anggaran

Terbatasnya anggaran sehingga masih banyak kegiatan yang tidak terakomodir. Dalam
Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Bone.




Sistim Informasi dan Manajemen Perizinan Secara Elektronik (SIMPEL)

Pada tahun 2016, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bone bekerjasama dengan pihak ketiga telah membuat sebuah aplikasi
Sistim Informasi dan Manajemen Perizinan Secara Elektronik (SIMPEL) yang dapat
memudahkan dalam proses Pelayanan Perizinan. Permasalahan disini adalah kurang
mampunya aparatur dalam mengaplikasikan sistem tersebut.

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan akan
dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone melalui

pendidikan kader, fungsional maupun teknis dan penambahan pegawai.

Untuk realisasi anggaran tahun 2019 sangatlah rendah,hal ini disebabkan karena dana
yang dialokasikan pada kegiatan Pembangunan Gedung Kantor sebesar Rp.
5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) tidak terealisasi dikarenakan ada beberapa
kebijakan pimpinan vang mengalami perubahan sehingga kegiatan pembangunan
gedung kantor tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2019 sesuai dengan perencanaan

sebelumnya.
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Tabel 2.1.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2019
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone

1 URUSAN WAIIB
01.16 Penanaman Modal
Cakupan
Program Pelayanan Ketersediaan
01.16.01 Administrasi Pelayanan
Perkantoran Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa Jumlah Rek telepon,
1.16.01.02 Komunikasi, Sumber TV Kabel dan Listrik 180 36 36 100%
Daya Air dan listrik (Rekening)
Jumlah
Tenaga/Aparat
- Pengelola Keuangan
Penyediaan Jasa
1.16.01.07 : . yang mendapat jasa 2820 564 100%
Administrasi Keuangan adm keuangan 564
selama setahun
(orang)
Jumlah Pengadaan
alat kebersihan yang 18 18 100%
1.16.01.08 Penyediaan Jasa tersedia (Jenis) o8
IR Kebersihan Kantor Jumiah Jase
Kebrsihan selama 12 12 100%
setahun (kali) 60




Jumlah pembayaran
Media yang a
Menyediakan bahan 156 156 100%
Penyediaan Bahan hwcaan (I} 828
1.16.01.15 | Bacaan Dan Peraturan
Perundang-undangan Jumlah pembayaran
media yang 24 100%
rmenayangkan iklan 24
(kali)
120
Jumlah kegiatan rutin
koordinasi dan
s konsultasi
ngaégz:;:;ﬁ;::le Pelaksanaan Tupoksi
1.16.01.23 Daerah Dan Lowr Organisasi ketingkat 680 60 60 100%
D azr afi Nasional, Tingkat
Provinsi, Tingkat
Kabupaten yang
diikuti (kali)
Jumlah Pendukung
1180126 | Adninaes Pelaksanaan 180 36 100%
T Perkantoran Administrasi 36
Perkantoran (paket)
Cakupan Realisasi
01.16.02 ;mmm Peningkatwn Peningkatan Sarana
6. arana dan Prasarana dan P
Aparatur an Prasarana
Aparatur (persen)
Pembangunan Gedung Jumlah Gedung yang "
1.16.02.03 K dibangun 1 1 1 100%




Jumlah Pengadaan
116.02.05 | pengadaan Kendaraan | yengaraan Dinas 10 ) 0%
P /Operasional (unit)
Jumlah pengadaan
Pengadaan
1.16.02.07 | Perlengkapan Gedung | herienokapan 14 ) 0%
Wit edung Kantor
(Paket)
Jumlah pengadaan
1.16.02.09 | bengadaan Peralatan | b o100 Gedung 39 6 100%
Gedung Kantor Kantor (unit) 6
Jumlah Pengadan o,
1.16.02.10 | Pengadaan Mebeleur Mebeleur (unit) 28 ) 0%
Pemeliharaan Jumlah Pmeliiharaan
1.16.02.22 | Rutin/Berkala Gedung Gedung Kantor 4 0 0%
Kantor (Kegiatan)
Pemeliharaan
; Jumlah Pemelharaan
1.16.02.24 Eg:g’g::;a . Kendaraan Dinas / 113 17 17 100%
Dinas/Operasional operasionial (paket)
Pemeliharaan .
1.16.02.26 ﬁiﬁ%ﬂ‘:ﬁ — f,‘éﬁéi';fﬁp";?'""“" 218 37 . 100%
Kantor Gedung Kantor (unit)
Pemeliharaan Jumlah Pemeliharaan
1.16.02.28 | Rutin/Berkala Peralatan | peralatan Gedung 398 74 74 100%
Gedung Kantor Kantor (unit)
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Pemeliharaan Jumlah Pemeliharaan o
1.16.0229 | o tin/Berkala Mebeleur | Mebeleur (unit) B2 ¥ U
Cakupan Realisasi
Program Peningkatan Pengadaan
01.16.03 Disiplin A il Kebutuhan
P parsh Penunjang Disiplin
Aparatur
; Jumlah Pengadaan
Pengadaan Pakaian : .
1.16.03.02 | Dinas beserta pakaan Cinse 183 0 0%
pefengimpannys perlenglapannya
Presentase
Program Peningkatan | Peningkatan
01.16.05 Kapasitas Sumber kapasitas sumber
Daya Aparatur daya aparatur
(persen)
- Jumlah Aparatur
Pendidikan dan g el o
1.16.05.01 ; yang mengikuti Diklat 7 1 100%
Pelatihan Formal Formal (orang)
Jumlah pelaksanaan
Sosialisasi Peraturan Sosialisasi ke 100%
118.0%.0 Perundang Undangan kecamatan . ! ’
(Kegiatan)
Bimbingan tekhnis bl ol
1.16.05.03 | Implementasi Peraturan | Yord Meng ) 39 5 100%
Perundana undanaan Bimbingan Tekhnis
9 9 (orang)




Cakupan Realisasi
Program Peningkatan P .“ys:un.n
01.16.06 :mgm isainstem Dokumen Pelaporan
s .':i‘; & Kt Capaian Kinerja dan
ng Keuangan (persen)
Jumlah Laporan
Penyusunan Laporan Cicel e
: Eo paian Kinerja dan
1.16.06.01 | CapaianKineraDan | wpheor Roalisasi 15 100%
Ikhtisar Realisasi Kinerja Kinerja SKPD yang
SKPO tersusun (laporan)
Jumlah Laporan
1.16.05.02 | henyusunan Laporan | o angan 8 0%
Keuangan Semesteran Semesteran (laporan)
160504 | Penvusunan Laporan | TR Lopes ‘
FRESRS: Keuangan Akhir Tahun Tahun%iaporun)
Cakupan Realisasi
01.16.08 Program Penunjang Kegiatan Penunjang
ST Pemerintahan Umum Pemerintahan
Umum (persen)
Jumlah Dokumen
Penyusunan Rencana Perencanaan dan 100%
1.18.00.01 Perangkat Daerah Penganggaran yang « ’
disusun (dokumen)




Jumlah Website yang

pameran investasi

(kegiatan)

Pengelolaan Website : o
1.16.08.02 Perangkat Daerah gg:rp?gglz::gte)h 5 1 4 100%
Peningkatan Promosi Jumlah Investor
01.16.15 dan Kerjasama Penanaman Modal 0
Investasi {Investor)
Peningkatan Koordinasi
dan kerjasama di bidang R
umlah Dokumen
01.16.15.06 5:23::’;"3?3’:;“3' kerjasama yang 12 1 g 100%
pemerintah dan dunia diterbitkan (dakumen)
usaha
Peningkatan kegiatan .
foka ot
01.16.15.08 | Pembinaan dan Pembinaan dan 300 40 100%
Petig el Pengawasan PM o
pelaksanaan (Kegiatan)
penanaman modal 9
Peningkatan kualitas Jumlah peserta yang
01.16.15.09 | SDM guna peningkatan mengikuti Workshop 500 100 100 100%
pelayanan investasi (Orang)
Jumlah Kegiatan
01.16.15.10 Penyelenggaraan Pameran yang diikuti 22 4 4 100%
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Program Peningkatan | Jumlah Nilai
01.16.16 Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Realisasi Investasi (Milyar)
Jumlah Dokumen
Pengembangan Sistem c[;)“aat: opr:;enng:igm"g
0,
1.16.16.04 Iagc::;ad Penanaman sistsm informasi 16 0%
Penanaman Modal
(Dokumen)
Jumlah Dokumen
Regulasi Pemberian
Perencanaan dan Insentif PM dan Hasil
01.16.16.11 | penyusunan kebijakan Evauasi 5 100%
Penanaman Modal Implementasi
Regulasi Pemberian
Insentif (Dokumen)
. Jumlah Dokumen
01.16.16.12 | Peningkatan pelayanan | gop jaygnan 5 100%
Investasi (Dokumen)
Program Penyiapan :etel "ms "";: i
014647 | gotensi Sumberdaya, | pokumen Database
Iklim Investasi

Daerah

(persen)




i . Jumlah Dokumen
Kajian petensi sumber e
1.16.47.01 | daya yang terkait Hasil Kajian dan 5 1 100%
dengan investasi evaluasi RUPM 1
(dokumen)
Jumlah Dokumen
1.16.47.02 | panyusunan Dace Data Peluang 5 1 i 100%
9 Investasi (Buku)
Presentase Jumiah
Program Peningkatan gr:uxnpl’nrlz“':::n
01.16.18 Kualitas Pelayanan dite
Publik Yo ENerhitkan
sesuai sistem dan
prosedur
o : Jumlah Izin yang
1.16.18.01 | Peninjauan Lokasi telah dikaji, ditelit 8500 1500 4518 301%
v dan ditinjau (izin)
, Jumlah izin non
1.16.18.02 P::;‘iﬁ::" administrasi | | oipusi yang 37400 7000 8654 124%
P diterbitkan (izin)
Penyusunan standar Jumlah Dokumen
Operasional Prosedur Standar Pelayanan 3
L (SOP) bidang pelayanan | yang disusun s L 1 100
Perizinan (Dokumen)
Monitoring Evaluasi dan | Jumlah dokumen
Pelaporan hasil Monev o
LARAR.9 penyelenggaraan penyeleggaraan 3 ! L 100%
perizinan perizinan (dokumen)
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Pemantauan
i ! Jumlah Dokumen
1.16.18.05 Pembinaan dan Hasil Pengawasan 16 4 1 25%
POnigaviaesn Perizinan (Dokumen)
pelaksanaan perizinan
Layanan Pengarsipan -
1.16.18.06 | dan Penerbitan g I i 37400 7000 8654 124%
Perizinan yang diarsipkan (izin)
Jumlah Dokumen
hasil Survey
Pelaksanaan Survey o
1.16.18.07 Kepuasan 5 1 1 100%
Kepuasan Masyarakat Masyarakat
(Dokumen)
Jumlah laporan data
layanan informasi
1.16.18.08 | fenanganar, | perizinan dan kasus 5 1 1 100%
9 Y penanganan
pengaduan (laporan)
Penyusunan dan Jumlah Dokumen
1.16.18.09 | Pengembangan Perubahan Regulasi 15 7 7 100%
Regulasi Perizinan Perizinan (Dokumen)
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan
penggabungan antara penyelenggara PTSP yakni Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
(BP2T) dengan Kantor Promosi Penanaman Modal (KPPM). Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bone dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang
kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone
dalam hal melaksanakan pelayanannya senantiasa berpedoman pada Standar Pelayanan
dan Standar Operasional Prosedur, dengan tujuan adalah untuk memberikan kepastian,
meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan
selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan
masyarakat, serta sebagai panduan bagi seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya sesuai dengan kewenangannya. Izin yang dikelola oleh Kantor Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone sejak terbitnya
Peraturan Bupati Bone Nomor 42 Tahun 2015 tentang penyederhaaan perizinan dan non
perizinan di Kabupaten Bone adalah sebanyak 17 izin + 1 izin Penanaman Modal.

Proses pelayanan perizinan dapat dilakukan secara pararel/simultan dengan
adanya Tim Teknis yang telah dibentuk untuk menyelenggarakan perizinan yang
terkoordinasi, terarah, dan tepat sasaran. Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) terdiri dari Unsur SKPD Teknis terkait
perizinan dan juga Unsur DPMPSTSP yang bertugas antara lain :

1. Memberikan kajian teknis terhadap pemrosesan perizinan;
2. Memberikan rekomendasi disetujui / ditolak untuk diterbitkan izin.
3. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan.

Sejak Tahun 2016 proses pelayanan perizinan pada kantor Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menggunakan aplikasi on line melalui
website www. bp2t bone.id dan ditahun 2017 berubah nama menjadi www.
dpmptsp.bone.go.id dan sms gateway dimana dalam aplikasi ini masyarakat dapat
mengakses informasi tentang kegiatan kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, perdaftaran izin secara online, perhitungan retribusi IMB, tracking

dokumen serta masyarakat dapat mendownload permohonan izin.

S —
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Dengan demikian, untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone didasarkan pada review pencapaian
sasaran strategis Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kabupaten Bone Tahun 2018 — 2023.

Tabel 2.1.3
Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaan Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Presentase Jumiah
Dokumen Perizinan
dan non Perizinan
yang diterbitkan
sesuai sistem dan

prosedur

70 75 75 70

Jumlah dokumen hasil
Monev
penyeleggaraan

Nilai Indeks perizinan (dok)

1 Kepuasan Jumiah Dokumen
Masyarakat Hasil Pengawasan 0 4 4 0
Perizinan (Dok)
Jumiah Dokumen hasil
Survey Kepuasan 1 1 1 1
Masyarakat (Dok)

Jumlah laporan data
layanan informasi
perizinan dan kasus 1 1 1 1
penanganan
pengaduan (laporan)
Presentase Jumlah
Dokumen Perizinan
dan non Perizinan
yang diterbitkan
sesuai sistem dan
prosedur

Jumlah lzin yang telah
dikaji, diteliti dan 3500 1500 1600 3500
ditinjau (izin)
Presentase Jumlah
Dokumen Perizinan
dan non Perizinan
yang diterbitkan
sesuai sistem dan
prosedur

Jumlah izin non
retribusi yang 6000 7000 | 7200 6000
Persentase diterbitkan (izin)
Usaha Jumlah Dokumen
3 | Perdagangan Standar Pelayanan 1 1 1 1
yang dilengkapi yang disusun (Dok)
izin usaha Jumiah izin terbit yang
diarsipkan (izin)

70 75 75 70
2 Persentase
Rumah Ber-IMB

70 75 75 70

6000 7000 | 7200 6000

Jumiah Dokumen
Perubahan Regulasi 0 7 2 0
Perizinan (Dok)

L ]
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Jumlah Investor
Penanaman Modal 43 50 60 43
(Investor)

Jumlah Dokumen
kerjasama yang 0 1 2 0
diterbitkan (dokumen)

Jumlah Kegiatan
Pemantauan,
Pembinaan dan 6 40 50 6
Pengawasan PM
(Kegiatan)

Jumilah peserta yang
mengikuti Workshop 100 100 100 100
(Orang)

Jumiah Kegiatan
Pameran yang diikuti 4 4 4 4
(kegiatan)

Jumlah Nilai
Realisasi Investasi
(Milyar)

135925 | 190 | 175 135.925

Jumlah Dokumen
Regulasi Pemberian
Nilai PMDN / Insentif.PM dan Hasil_
PMA per tahun Evauasi _Impleme!'tta3|
Regulasi Pemberian
Insentif (Dokumen)

Jumiah Dokumen
SOP layanan Investasi 0 1 1 0
(Dokumen)

Jumlah Dokumen
Data Potensi yang
dilaporkan dalam
sistem informasi
Penanaman Modal
(Dokumen)

Presentase

ketersediaan
Dokumen Database 5 65 75 5
Iklim Investasi

(persen)

Jumlah Dokumen
Hasil Kajian dan
valuasi RUPM
(dokumen)

Jumlah Dokumen
Data Peluang 1 1 1 1
Investasi (Buku)

2.3 Isu - Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
a. Isu Internal

1. Tugas Pokok dan Fungsi

- Inovasi-inovasi dibidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan
dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan, serta
tuntutan masyarakat;

- Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi,

- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Penanaman
Modal untuk pencapaian terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten

Bone;
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- Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan
Perizinan dan Penanaman Modal;

2. Sumber Daya Aparatur

- Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan
proses dan hasil kegiatan;

- Kiriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk
meningkatkan profesionalisme aparatur.

- Kritenia kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk
seleksi rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang
profesionalisme.

3. Sarana dan Prasarana

- Mengembangkan TI dan GIS serta perangkat keras dan kelengkapannya
dalam mendukung manajemen pengelolaan pelayanan yang lebih baik
dalam menunjang peningkatan Iklim Investasi.

- Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.

- Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara
bertahap dan optimasi pemeliharaan.

- Pemeliharaan Sistim Informasi dan Manajemen Perizinan Secara Elektronik
(SIMPEL) dengan melakukan pelatihan dan pembinaan bagi aparatur yang
bertindak sebagai admin maupun operator agar terdapat ketepatan,
kesesuaian dan keseragaman dalam pengisian dan penyusunan dengan
peraturan yang ada dan berlaku.

4). Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah

Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh
pemerintah pusat namun juga dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten
Bone. Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonom harus mampu
membiayai seluruh kebutuhan daerah, sehingga Kabupaten Bone menerapkan
skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program dan kegiatan. Sehingga
tidak semua program dan kegiatan vyang disusun dapat disetujui
penganggarannya. Diperlukan kreativitas dan inovasi dalam menyikapi
keterbatasan anggaran sehingga dapat menampung semua aspirasi dan
program yang ada.

b. Isu Eksternal
1). Globalisasi

L ______________________________ ]
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Seiring kemajuan jaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu
mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti perkembangan
teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan
vang sejajar agar daerah dapat berkembang dengan pesat. Kemajuan
teknologi di bidang teknologi, transportasi, telekomunikasi, dan informasi
telah menciptakan dunia tanpa batas, memudahkan terjadinya mobilitas
manusia antar daerah maupun pertukaran informasi melalui dunia maya
(virtual).

2). Peraturan Perundang-Undangan

Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya berbagai

perubahan-perubahan penting dalam praktek penyelenggaraan good
governance dengan menerapkan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi,
dan akuntabilitas. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan
masyarakat serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban
yang tepat, jelas dan nyata supaya penyelenggaraan good governance dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih
dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

+ Belum Tersedianya Data Base Investasi dan Regulasi Insentif Penanaman
Modal;

+ Ketepatan Jangka Waktu Penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan
belum sesuai SOP.

¢+ Masih terbatasnya dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang
kegiatan Pelayanan Perizinan dan Penanaman modal;

*+ Masih kurangnya dukungan kebijakan maupun regulasi terhadap kegiatan
promosi guna mendorong peningkatan iklim investasi di Kabupaten Bone;

¢+ Masih rendahnya kegiatan pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan
pengembangan Investasi dan Penanaman Modal,

+ Belum terwujudnya kerjasama yang sinergis antar Satuan Kerja Perangkat
Daerah, dunia usaha maupun stakeholder terkait lainnya dalam
pengembangan investasi dan penanaman modal;

¢ Secara kuantitas maupun kualitas kerjasama dalam pengembangan
investasi dan penanaman modal masih belum sesuai harapan;
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* Terbatasnya kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia untuk

Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;

¢ Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan

surat 1zin baik berupa surat Izin Mendirikan Bangunan maupun surat surat
izin lainnya yang wajib dimiliki;
Masih adanya masyarakat yang memakai jasa calo untuk penerbitan surat

izin khususnya Izin Mendirikan Bangunan;

Dampak

Belum adanya regulasi Insentif Penanaman Modal sangat berpengaruh
terhadap peningkatan Ikim Investasi sehingga target yang dicanangkan
Kepala Daerah pasti akan membias dan pada akhirnya akan mempengaruhi
kepada hasil-hasil pembangunan yang diinginkan sejak awal oleh Kepala
Daerah didalam visi dan misi Kepala Daerah. Sehingga koordinasi dengan
pihak terkait harus selalu dijalankan dan dikomunikasikan secara intensif
dengan Kepala Daerah selaku pengambil kebijakan juga Perangkat Daerah
baik vertikal maupun horizontal. Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini
Juga mengikuti apa yang tertuang didalam dokumen perencanaan yang telah

dikeluarkan sebagai produk dari Bappeda sebagai institusi perencana.

Tantangan dan Peluang

Tantangan

1

. Kebutuhan akan pelayanan yang lebih cepat, lebih baik dan transparan

sebagai perwujudan good governance.

2. Belum adanya Data peta investasi dan perizinan yang akurat.

Peluang

1.

2.

Pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan;
Terbukanya kerjasama dengan pihak ketiga untuk peningkatan kualitas

pelayanan perizinan;

. Adanya Sistem Informasi Manajemen Perizinan Secara Elektronik

(SIMPEL);

Penyelenggaraan perizinan Satu Pintu;

. Potensi wilayah yang memadai untuk mendatangkan investor;

Berdasarkan permasalahan diatas, terdapat isu-isu strategis yang harus
dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

dan harus segera ditindaklanjuti yaitu ;
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1. Data potensi investasi yang tidak lengkap.

2. Perlu diadakan pelatihan — pelatihan bagi tenaga teknis / bidang
pelayanan publik secara terprogram / terencana.

3. Perlunya fungsi pengawasan langsung yang lebih baik terhadap
pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat

4. Perlunya sosialisasi secara terpadu untuk menanamkan kesadaran bagi
masyarakat tentang aturan / prosedur yang berlaku

5. Perlu ditingkatkannya sarana prasarana terutama yang mendukung
pelaksanaan kegiatan pelayanan perijinan kepada masyarakat serta
pelaksanaan kegiatan kedinasan secara umum

6. Area Gedung/Kantor harus luas, nyaman dan aman

7. Di tambahnya staf bagi tenaga teknis / bidang pelayanan publik secara
terprogram / terencana.

Dalam menyikapi isu isu diatas, Dinas Penanaman Modal dan
pelayanan Terpadu Satu Pintu menempuh beberapa hal diantaranya yaitu
melaksanakan pelatithan bagi aparatur dalam hal  penggunaan aplikasi
perizinan, melaksanakan sosialisasi peraturan perundang undangan tentang
perizinan dan penanaman modal serta pembuatan RUPM dan Video Profil
Potensi invetasi Kabupaten Bone serta keikutsertaan dalam kegiatan Promosi

investasi dalam hal ini pameran.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2012 terhadap hasil analisis
kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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2 4 5 6 7 9 10 11 12
Program Pelayanan Cakupan Ketersediaan Program Pelayanan Cakupan Ketersediaan
Administrasi Perkantoran P«mnl el 100 Administrasi Perkantoran m’ Sy - 100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Rek telepon, TV Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Rek telepon, TV
Sumber Daya Air dan listrik Kabel (Rekening) 6 132.792.000 Sumber Daya Air dan listrik Kabel (Rekening) s 132.792.000
Jumlah Tenaga/Aparat Jumlah Tenaga/Aparat
Penyediaan Jasa Administrasi Pengelola Keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Pengelola Keuangan yang
Keuangan yang mendapat jasa adm 47 37.807.200 Keuangan mendapat jasa adm & AN
keuangan (orang) keuangan (orang)
Jumlah jenis alat Jumlah jenis alat
kebersihan yang tersedia 20 9.023.300 kebersihan yang tersedia 20 9.023.300
Penyediaan Jasa Kebersihan (Jenis) o}
Kantor Jumlah Tenaga .
Kebrsihan yang Penyediaan Jasa Kebersihan Jumiah Tenaga Kebrsihan
mendapat Jasa/l[Upah 1 6.600.000 I yang mendapat 1 6.600.000
Kerja (Orang) Jasa/l[Upah Kerja (Orang)
Jumlah media bahan Jumlah media bahan
i bacaan yang tersedia 13 14.630.000 bacaan yang tersedia 13 14.630.000
Eeny;dlatan BarFI'an Bg:aan (jenis) (jenis)
an Peraturan Perundang-
undangan } Jumlah media yang Penyediaan Bahan Bacaan Jurilahmedia
menayangkan iklan 2 26.400.000 | Dan Peraturan Perundang- yeng : 2 26.400.000
(Jenis) undangan menayangkan iklan (Jenis)
Rapatapat Kooriasi Oan e sl Rapatapat Kooranasi Oan R g
Konsultasi Dalam Daerah g ; 75 325.000.000 | Konsultasi Dalam Daerah Dan e . 75 325.000.000
By Lose Basrait koordinasi dan konsultasi Liist Daarh koordinasi dan konsultasi
(kali) (kali)
Lia ; Jumlah Jenis pendukung - i Jumiah Jenis pendukung
s Pelaksanaan Administrasi 3 271.113.040 | Felakeanaan Administras Pelaksanaan Administrasi 3 271.113.040

(jenis)

(jenis)




et Cakupan Realisasi Cakupan Realisasi
:nmm:::lrﬁamn: Peningkatan Sarana 100 Program Peningkatan Sarana Peningkatan Sarana dan 100
Aparatur dan Prasarana Aparatur dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur
(persen) {persen)
2 Kendaraan 2 Kendaraan
Jumlah Pengadaan Jumlah Pengadaan
Pengadaan Kendaraan ; Roda 4, 2 Pengadaan Kendaraan ; Roda 4, 2
. : Kendaraan Dinas ! 650.000.000 » i Kendaraan Dinas ’ 650.000.000
Dinas/Operasional /Operasional {unit) Kg\::;azan Dinas/Operasional /Operasional (unit) KeF?:daarazan
Jumlah pengadaan Jumlah pengadaan
giz?j:dazgnl::rrlengkapan Perlengkapan Gedung 3 15.000.000 gzr;%zda;:ni’:rrlengkap " Perlengkapan Gedung 3 15.000.000
g Kantor (Unit) g Kantor (Unit)
Pengadaan Peralatan Jumlah pengadaan Pengadaan Peralatan Gedung Jumlah pengadaan
Gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor 15 150.000.000 Kantor Peralatan Gedung Kantor 13 120.000.000
Jumlah Pengadan Jumlah Pengadan
Pengadaan Mebeleur Mebeleur (unit) 20 150.000.000 | Pengadaan Mebeleur Mebeleur (unit) 20 150.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Gedung Kantor
Gedung Kantor diperbaiki (unit) 1 100.000.000 Gedung Kantor diperbaiki (unit) 1 140.000.000
" i Jumlah Kendaraan Dinas i y Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala el Pemeliharaan Rutin/Berkala g "
Kendaraan Dinas/Operasional yang dlp‘ehhara secara 17 127.897.000 Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara secara rutin 17 127.897.000
rutin (unit) (unit)
Jumiah perlengkapan
’ . ' ) Jumlah perlengkapan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor yang Pemeliharaan Rutin/Berkala i
Perlengkapan Gedung Kantor dipelihara secara rutin 40 47.358.000 Perlengkapan Gedung Kantor 3:2;;;agr;(::?;r:artgin (unit) 40 47.355.000
(unit)
: ; Jumlah peralatan Gedung . Jumiah peralatan Gedung
Pameilnargan RutivBerkala Kantor yang dipelihara 77 47.356.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor yang dipelihara 77 47.355.000
ng

Peralatan Gedung Kantor

secara rutin (unit)

Peralatan Gedung Kantor

secara rutin (unit)
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10

11

4 5 6 7 9 12
) . Jumlah Mebeleur yang : ;
Pemeliharaan Rutin/Berkala - Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Mebeleur yang
Mabaloiir :llll;:‘?tl;hara secara rutin 20 20.000.000 Kabalour dipelihara secara rutin (unit) 20 20.000.000
Cakupan Realisasi Cakupan Realisasi
Program Peningkatan Pengadaan Kebutuhan Program Peningkatan Pengadaan Kebutuhan
Disiplin Aparatur Penunjang Disiplin 100 Disiplin Aparatur Penunjang Disiplin 100
aparatur (persen) aparatur (persen)
Jumlah Pengadaan
Pengadaan Pakaian Dinas Pakaian Dinas beserta 73 75.000.000 Pengadaan Pakaian Dinas ;l;T:::npgi?\gzd: e?erta 73 75.000.000
beserta Perlengkapannya perlengkapannya beserta Perlengkapannya perlengkapannya (pasang)
(pasang)
Program Peningkatan Presentase Peningkatan Program Peningkatan Presentase Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya kapasitas sumber daya 100 Kapasitas Sumber Daya kapasitas sumber daya 100
Aparatur aparatur (persen) Aparatur aparatur (persen)
o : Jumlah Aparatur yang - . Jumlah Aparatur yang
Pontidikan dan Peiatihan mengikuti Diklat Formal 2 wzn0n | TOTGLen Pelsr mengikuti Diklat Formal 2 44.250.000
Fars (orang) v (orang)
g Jumlah Kecamatan o Jumlah Kecamatan
ot v e e pelaksanaan Sosialisasi 6 m2z4zAta | SoMmma Persran pelaksanaan Sosialisasi 6 62.242.400
erundang Undangan (Kecamatan) erundang Undang (Kecamatan)
Bimbingan tekhnis Jumlah Aparatur yang Bimbingan tekhnis Jumlah Aparatur yang
Implementasi Peraturan mengikuti Bimbingan 12 75.000.000 | Implementasi Peraturan mengillxuti Bimbingan 12 75.000.000
Perundang undangan Tekhnis (orang) Perundang undangan Tekhnis (orang)
Cakupan Realisasi Cakupan Realisasi
e Penyusunan Dokumen s ot Penyusunan Dokumen
Pelaporan Capaian _ Pelaporan Capaian
mm Kl Kinerja dan Keuangan e m Capelan Kinerja & Kinerja dan Keuangan 0
(persen) (persen)




2 4 6 7 9 10 11 12
Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Capaian ‘i ok
Capaian Kinerja Dan Ikhtisar :tj;:‘t:ac;}s?;t:r?::k{ang 10.362.000 | Kinerja Dan |khtisar Realisasi t:l:‘h disuguan("::kgrang 4 10.362.000
Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen yang Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen yang 1 15.000.000
Keuangan Akhir Tahun telah disusun (dok) 15.000.000 Keuangan Akhir Tahun telah disusun (dok)
Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen yang Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen yang 15.000.000
Keuangan Semsteran telah disusun (dok) 45,000,000 Keuangan Semsteran telah disusun (dok) 2
Cakupan Realisasi Cakupan Realisasi
Program Penunjang Kegiatan Penunjang Program Penunjang Kegiatan Penunjang
Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum 100
(persen) (persen)
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
ESCyUSGEN Retcans Perencamaan yang 36.102.000 Penyusunan Rencana Perencamaan yang disusun 6 36.102.000
Perangkat Daerah disusun (dok) Perangkat Daerah (dok)
. Jumlah Website yang . Jumlah Website yang
FsgioRin Vetiake dikembangkan oleh Zaivaison: | ESORIGHT Wensss dikembangkan oleh 1 20.419.500
PRI D DPMPTSP (paket) g DPMPTSP (paket)
Peningkatan Promosi dan “m‘““' e Peningkatan Promosi dan ""’m""" sk O
Kerjasama Investasi (Investor) Kerjasama Investasi (Investor) 60
Peningkatan Koordinasi dan Peningkatan Koordinasi dan
kerjasama di bidang Jumlah Dokumen kerjasama di bidang Jumlah Dokumen_ '
penanaman modal dengan kerjasama yang 29.905.700 | penanaman modal dengan kerjasama yang diterbitkan 2 29.905.700
instansi pemerintah dan dunia diterbitkan (dokumen) instansi pemerintah dan dunia (dokumen)

usaha

usaha
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2 4 6 7 9 11 12
Peningkatan kegiatan Jumlah Kegiatan Peningkatan kegiatan Jumiah Kegiatan
pemantauan, pembinaan dan Pemantauan, Pembinaan pemantauan, pembinaan dan Pemantauan, Pembinaan
pengawasan pelaksanaan dan Pengawasan PM 50 22.500.500 pengawasan pelaksanaan dan Pengawasan PM S0 42.300.500
penanaman modal (Kegiatan) penanaman modal (Kegiatan)
Peningkatan kualitas SDM Jumlah peserta yang Peningkatan kualitas SDM Jumlah peserta yang
guna peningkatan pelayanan mengikuti Workshop 100 36.751.000 | guna peningkatan pelayanan mengikuti Workshop 100 36.751.000
investasi (Orang) investasi (Orang)
Jumlah Kegiatan ; i
Penyelenggaraan pameran - Penyelenggaraan pameran Jumiah Kegiatan Pameran
investasi (Fl"ir;i:;::)yang diikuti 4 280.667.420 invsetasi yang dilkuti (kegiatan) 4 280.667.420
oo i Jumlah Nilai Realisasi Frogean Danioghawe iikn Jumlah Nilai Realisasi
b tiied Investasi (Milyar) 175 N Investasi (Milyar) 175
nvestasi
Jumlah Dokumen ;
: i Jumlah Dokumen Regulasi
Regulasi Pemberian ; ;
Perencanaan dan . ; Pemberian Insentif PM dan
penyusunan kebijakan Ié‘::ﬁ';ﬁm ?:r::nat:ii 1 16.620.450 E:br?x::a::ngzgnﬁgaya?;l?" Hasil Evauasi Implementasi 1 16.620.450
Penanaman Modal Regulasi Pgmberian 4 Regulgsi Pemberian
Insentif (Dokumen) Insentif (Dokumen)
. Jumlah Dokumen SOP : Jumlah Dokumen SOP
PerIgaian pelayanan layanan Investasi 1 18.320.170 | Pemingratan pelayanan layanan Investasi 1 18.320.170
(Dokumen) (Dokumen)
Jumlah Dokumen Data Jumlah Dokumen Data
; Potensi yang dilaporkan . Potensi yang dilaporkan
Pergembangan Sistam dalam sistem informasi 4 25.000.000 | Fengembangan Sistem dalam sistem informasi 4 25.000.000

Informasi Penanaman Modal

Penanaman Modal
(Dokumen)

Informasi Penanaman Modal

Penanaman Modal
(Dokumen)
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Presentase

Program Penyiapan Potensi . Program Penyiapan Potensi Presentase ketersediaan
Sumberdaya, Sarana dan m‘::’:;‘mr 0 i 75 Sumberdaya, Sarana dan Dokumen Database Iklim 75
Prasa h ( P aerah Investasi
rana Daera en) rasarana D (persen)
2 5 Jumlah Dokumen Hasil " ; Jumiah Dokumen Hasil
Kajian potensi sumber daya Kaii 5 Kajian potensi sumber daya : +
; 5 . ajian dan valuasi RUPM 1 31.442.290 g i Kajian dan valuasi RUPM 1 31.442.290
yang terkait dengan investasi (dokumen) yang terkait dengan investasi (dokumen)
Penyusunan Data Peluang Jumlah Dokumen Data Penyusunan Data Peluang Jumilah Dokumen Data
Investasi Peluang Investasi (Buku) ! 15.820.000 Investasi Peluang Investasi (Buku) I HsZdK
Presentase Jumlah Presentase Jumlah
Program Peningkatan Dokumen Perizinan dan Program Peningkatan Dokumen Perizinan dan
Kualitas Pelayanan Publik non Perizinan yaig i Kualitas Pelayanan Publik non Furiamm ywig 1
diterbitkan sesuai diterbitkan sesuai sistem
sistem dan prosedur dan prosedur
. o~ Jumlah Izin yang telah s : Jumlah Izin yang telah
ST LN Levori dikaji, diteliti dan ditinjau 1600 115.993.900 | Peninjauan Lokasi Layanan dikaji, diteliti dan ditinjau 1600 115.993.900
erizinan .t Perizinan Y
(izin) (izin)
Pelayanan administrasi Jumlah izin non retribusi Pelayanan administrasi Jumlah izin non retribusi
perizinan yang diterbitkan (izin) 7200 113.476.750 perizinan yang diterbitkan (izin) 7200 13.476.760
Penyusunan standar Jumlah Dokumen Standar Penyusunan standar Jumiah Dokumen Standar
Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan yang disusun 1 5.197.390 | Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan yang disusun 1 5.197.390
bidang pelayanan Perizinan (Dok) bidang pelayanan Perizinan (Dok)
Monitoring Evaluasi dan . . Monitoring Evaluasi dan . ;
Pelaporan penyelenggaraan Jumiah izin terblt yang 7200 436.437.980 | Pelaporan penyelenggaraan Jumiah izin terbit yang 7200 436.437.980

perizinan

diarsipkan (izin)

perizinan

diarsipkan (izin)
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2 4 6 7 g 10 11 12
Pemantauan, Pembinaan dan Jumlah Dokumen Pemantauan, Pembinaan dan Jumilah Dokumen
pengawasan pelaksanaan Perubahan Regulasi 96.305.000 | pengawasan pelaksanaan Perubahan Regulasi 2 96.305.000
perizinan Perizinan (Dok) perizinan Perizinan (Dok)
Jumlah dokumen hasil ) Jumlah dokumen hasil
Layanan Pengarsipan dan Layanan Pengarsipan dan
A Fi Monev penyeleggaraan 43.553.510 : i Monev penyeleggaraan 1 43.553.510
Penerbitan Perizinan perizinan (dok) Penerbitan Perizinan perizinan (dok)
Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Survey Pelaksanaan Survey Kepuasan sy
Kepuasan Masyarakat Pengawasan Perizinan 103.939.880 Masyarakat Pengawasan Perizinan 4 103.939.880
(Dok) (Dok)
Jumlah Dokumen hasil Jumiah Dokumen hasil
g:;;a';?_;?n FaRgARUN Survey Kepuasan 15.714.710 gg::ir;%aa?'an Pengaduan Survey Kepuasan 1 15.714.710
¥ Masyarakat {Dok) ¥ Masyarakat (Dok)
Jumlah laporan data
Penyusunan dan layanan informasi Penyusunan dan ijau?:-naahnl?:f:::nnagiataerizi A
Pengembangan Regulasi perizinan dan kasus 96.305.000 | Pengembangan Regulasi Y P 1 96.305.000

Perizinan

penanganan pengaduan
(laporan)

Perizinan

dan kasus penanganan
pengaduan (laporan)




2.5. Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone belum secara langsung
terlibat dengan kegiatan masyarakat, LSM, serta Organisasi lainnya selaku
stakeholder eksternal pemerintahan daerah. Oleh karena itu, hingga saat ini
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kab. Bone belum
pernah mendapatkan usulan program atau kegiatan dari para stakeholder
eksternal untuk dimasukkan dalam rencana kerja tahunan Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
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BAB Il
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Kebijakan Nasional yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bone yaitu
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 tahun 2017 tentang
Pedoman dan tata cara perizinan dan fasilitas Penanaman Modal, Fasilitas
Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta
kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Pemberian Insentif yang dimaksud adalah dukungan dar
pemerintah daerah kepada Penanam modal dalam rangka mendorong
peningkatan penanaman modal di daerah dan Pemberian Kemudahan adalah
penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk
mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong

peningkatan penanaman modal di daerah.
Peraturan BKPM Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pengendalian Penanaman Modal, pengendalian penanaman modal adalah
kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap Penanam Modal
yang telah mendapatkan Perizinan Penanaman Modal agar pelaksanaan

Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Selain itu dalam rangka mendukung prioritas nasional ketiga
sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22
Tahun 2018 yaitu peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri
dan jasa produktif maka diperlukan upaya untuk menciptakan iklim investasi
dan iklim usaha yang lebih berdaya saing, baik ditingkat pusat maupun daerah.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2017 Tentang
Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman
Modal, Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penetapan
Urusan Pemerintah Daerah Di Bidang Penanaman Modal Hasil Pemetaan,
Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman

Modal Kabupaten/Kota peningkatan penyelenggaraan penanaman modal.

e
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Hal tersebut juga telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Bone Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal, selanjutnya dalam

Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal yang disusun Tahun 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik, Ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang
Pelayanan Publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta
pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam ruang lingkup tsb, termasuk pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan
usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan,
jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata,
dan sektor strategis lainnya.

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Bone memiliki Tujuan :
* Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
* Mewujudkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan
perizinan
* Meningkatkan nilai investasi penanaman modal di Kabupaten Bone

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Bone memiliki indikator tujuan yaitu :
*  Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP
* Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
= Nilai PMDN/ PMA pertahun

Tabel 3.1.1
Tujuan dan Indikator Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018-2023

Meningkatkan Akuntabilitas
Kinerja Urusan Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP




Mewujudkan tata Kelola yang
] baik dalam penyelengaraan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
pelayanan perizinan

1] Meningkéikan Nilai Investasi

Penanaman Modal di Nilai PMDN / PMA per tahun
Kabupaten Bone

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan
dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi
Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam
merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk
implementasikan program dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan
dan sasaran.

Program dan kegiatan yang direncanakan telah dirumuskan melalui berbagai
macam faktor yang menjadi pertimbangan. Mengacu pada visi misi Kabupaten
Bone, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu lebih menitikberatkan pada hal peningkatan promosi dan
pengembangan potensi dan produk unggulan daerah melalui program peningkatan
promosi dan kerjasama investasi, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui
program peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan iklim investasi
dan realisasi investasi, serta Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan
Prasarana Daerah..

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone yang akan diselenggarakan Tahun 2021
adalah sebagai berikut :

Program Utama

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

2. Program Promosi Penanaman Modal

3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
4

. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

e S S O A
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Program Penunjang

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.1.2

Uraian Sub Kegiatan, Kegiatan dan Program Prioritas Dinas Penanaman Modal

dan PTSP

Penetapan Pemberian Fasilitas /
Insentif DiBidang Penanaman Modal
yang menjadi kewenangan Daerah
Kabupaten / Kota

Penetapan Kebijakan
Daerah Mengenai
Pemberian Fasilitas/
Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal

PROGRAM
PENGEMBANGAN IKLIM
PENANAMAN MODAL

Pembuatan Peta Potensi Investasi
Kabupaten / Kota

Penyusunan Rencana
Umum Penanaman Modal
daerah Kabupaten / Kota

Penyediaan Peta Potensi
dan Peluang Usaha
Kabupaten / Kota

PROGRAM PROMOSI
PENANAMAN MODAL

Penyelenggaraan Promosi
Penanaman Modal yang menjadi
kewenangan Daerah Kabupaten /
Kota

Penyusunan Strategi
Promosi Penanaman
Modal

Pelaksanaan Kegiatan
Promosi Penanaman
Modal Daerah Kabupaten /
Kota

Pelayanan Perizinan dan Non
perizinan secara Terpadu Satu Pintu

Penyediaan Pelayanan
Terpadu Perizinan dan
Nonperizinan berbasis
Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara
Elektronik

Pemantauan Pmenuhan

PROGRAM PELAYANAN o Komitmen Perizinan dan
u PENANAMAN MODAL ) hDﬁlB@aqg Penanman Modal Yang Nonperizinan Penanaman
enjadi Kewenangan Daerah Modal
Kabupaten / Kota
Penyediaan Layanan
Konsultasi dan
Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat terhadap
Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Non
Perizinan
Pengendalian Pelaksanaan Koordinasi dan
", PROGserAiES:ﬁi:E‘ALIAN _Penanaman Modal yang menjadi Singkronisasi Pembinaan
PENANAMAN MODAL Kewenangan Daerah Kabupaten / Pelaksanaan Penanaman

Kota

Modal




Koordinasi dan
Singkronisasi Pembinaan
Pelaksanaan Penanaman
Modal

Koordinasi dan
Singkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman
Modal

PROGRAM PENGELOLAAN

Pengelolaan Data dan Informasi

Pengelolaan, Penyajian
dan Pemanfaatan Data
dan Informasi Perizinan

DATA DAN SISTEM Perizinan dan NonPerizinan yang dan Nonperizinan berbasis
INFORMASI PENANAMAN terintegrasi pada Tingkat Daerah " Sistem Pelayanan
MODAL Kabupaten / Kota Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara
Elektronik
Tabel 3.1.3

Uraian Sub Kegiatan, Kegiatan dan Program Penunjang Dinas Penanaman Modal

dan PTSP

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH

Penyusunan Renstra dan Renja
Perangkat Daerah

Perencanaan dan Evaluasi

Penyusunan Program dan Kegiatan
Perangkat Daerah dalam Dokumen
Perencanaan

Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Evaluasi
Perangkat Daerah

Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Administrasi Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Semsteran

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
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Administrasi Umum

Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

Penyediaan bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah

Pengadaan Kendaraan Dinas /
Operasional

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan Mebeleur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Karntor

Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor

Peningkatan Disiplin dan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Sosialisasi Peraturan Perundang
Undangan

Rencana Kerja Tahun 2021



Bimbingan tekhnis Implementasi
Peraturan Perundang undangan
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Tahun 2021

merencanakan 6 (enam) Program serta 13 (tiga belas) kegiatan dan 35 (Tiga Puluh

Tujuh) Sub Kegiatan dengan perincinan sebagai berikut:
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

a.

€.

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan

Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang Undangan

Administrasi Umum Perangkat Daerah;

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

Peneyediaan Peralatan Rumah Tangga;

Peneyediaan Bahan Logistik Kantor;

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan;

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD;
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Mebel

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

.
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f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
g. Pemelihaaran Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan liannya
2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
A, Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal vang
menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota;
- Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan
kemudahan Penanaman Modal
B. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota;
- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota
3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL :
A. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan
Daerah Kabupaten / Kota
- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota
4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL :
A. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Singkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Koordinasi dan Singkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
5. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI
PENANAMAN MODAL
A.Pengelolaan Data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan yang
terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
- Pengolahan, penyajian dan Pemanfaatan Data dam Informasi Perizinan dan
Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi

secara Elektronik;
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6. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
A.Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di

Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah

Kabupaten/Kota

- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

- Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman
Modal

- Penyediaan Pelayanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan

Secara lengkap, rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone Tahun 2021 dan
Prakiraan Maju Tahun 2022, beserta kebutuhan dana indikatif dan sumbernya,
dapat dilihat pada tabel berikut ini ;
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URUSAN/BIDANG URUSAN

RENCANA TAHUN 2021

RENCANA TAHUN 2022

PEMERINTAHAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA T ARGET KEBUTUHAN SUMBER DANA CATATAN |1\ pGET
PROGRAM/KEGIATAN/ PROGRAM/KEGIATAN LOKASI CAPAIAN DANA/PAGU PENTING |~ApATAN KEBUTUHAN DANA/
KODE SUB-KEGIATAN INDIKATIF PAGU INDIKATIF
KINERJA KINERJA
7.875.632.621,00 11.223.180.954,00
18 7.875.632.621,00 11.223.180.954,00
18 [ 01 PROGRAM PENUNJANG 6.687.808.121,00 12.826.180.954,00
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
18| 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 8.744.000,00 8.932.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
18 [ 01] 2.01] 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan | Kabupaten 6 Dokumen 7.032.000,00 | [DANA UMUM] - 6 Dokumen 7.732.000,00
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah yang | Bone DanaTransfer Umum-
tersusun Dana Alokasi Umum
18 | 01] 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Capaian Kab. Bone 4 Laporan 616.000,00 | [DANA UMUM] - 4 Laporan 0,00
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | Kinerja dan Ikhtisar Realsasi DanaTransfer Umum-
Kinerja SKPD Kinerja SKPD Dana Alokasi Umum
18| 01| 2.01| 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Kab. Bone 4 Japoran 1.096.000,00 | [DANA UMUM] - 4 Laporan 1.200.000,00
Kinerja Perangkat Daerah DanaTransfer Umum-
Dana Alokasi Umum
18| 01| 2.02 Administrasi Kenangan Perangkat 3.229.771.121,00 4.384.627.144,00
Daerah
18| 01| 2.02] 01| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Realisasi Pembayaran | Kabupaten 12 Bulan 3.226.669.121,00 | [DANA UMUM] - 12 Bulan 4.381.214.944,00
Gaji dan tunjangan beserta Bone DanaTransfer Umum-
tambahan penghasilan bulanan Dana Alokasi Umum
bagi ASN
18| 01} 2.02| 05| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan Kabupaten 1 Dokumen 1.542.000,00 | [DANA UMUM] - 1 Dokumen 1.696.200,00
Keuangan Akhir Tahun SKPD Akhir Tahun Bone DanaTransfer Umum-
Dana Alokasi Umum
18| 01| 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan Kabupaten 2 Laporan 1.560.000,00 | [DANA UMUM] - 2 Laporan 1.716.000,00
Keuangan Semesteran Bone DanaTransfer Umum-
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Dana Alokasi Umum
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RENCANA TAHUN 2021

RENCANA TAHUN 2022

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA CATATAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN | PROGRAM/KEGIATAN FARGET KEBUTUHAN PENTING TARGET
PROGRAM/KEGIATAN/ LOKASI ICAPAIAN DANA/ PAGU SUMBER DANA CAPAIAN KEBUTUHAN DANA/
SUB-
KEGIATAN KINERJA INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
18| 01| 2.05 Administrasi Kepegawaian 132.485.500,00 206.750.000,00
Perangkat Daerah
18 [ 01| 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah ASN yang mengikuti Kab. Bone 2 Orang 44.250.000,00 | [DANA UMUM] - 2 Orang 44.250.000,00
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Diklat Formal DanaTransfer Umum-Dana
Alokasi Umum
18| 01| 2.05| 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kab. Bone 5 Kegiatan 63.235.500,00 | [DANA KHUSUS] - Dana 6 Kegiatan 135.000.000,00
Undangan yang dilaksanakan Alokasi Khusus Non Fisik
18| 01} 2.05| 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah ASN yang Mengikuti Kabupaten 10 Orang 25.000.000,00 | [DANA UMUM] - 10 Orang 27.500.000,00
Peraturan Perundang-Undangan Bimtek Bone DanaTransfer Umum-Dana
Alokasi Umum
18 | 01 | 2.06 Administrasi Umum Perangkat 1.019.967.500,00 1.154.961.810,00
Daerah
18 | 01| 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Jumlah Pendukung Kabupaten 24 Paket 75.156.500,00 | [DANA UMUM] - 24 Paket 80.011.800,00
Perlengkapan Kantor Pelaksanaan Administrasi Bone DanaTransfer Umum-Dana
Perkantoran Alokasi Umum
18| 01| 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Pengadaan Peralatan Kab. Bone 4 Paket 4.049.400,00 | [DANA UMUM] - 4 Paket 4.100.000,00
Rumah Tangga DanaTransfer Umum-Dana
Alokasi Umum
18 [ 01| 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bahan Logistik Kantor | Kab. Bone 12 Paket 240.219.600,00 | [DANA UMUM)] - Dana 12 Paket 324.760.460,00
yang tersedia Alokasi Umum
18| 01} 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Barang Cetakan dan Kab. Bone 24 Paket 26.566.000,00 | [DANA UMUM] - 24 Paket 28.447.550,00
Penggandaan Penggandaan yang tersedia DanaTransfer Umum-Dana
Alokasi Umum
18 [ 01| 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Media Bahan Bacaan Kab. Bone 168, 24 39.720.000,00 | [DANA UMUM] - 168, 24 Media 42.642.000,00
Peraturan Perundang-undangan yang tersedia Jumlah Media Media DanaTransfer Umum-Dana
yang Menayangkan Iklan Alokasi Umum
18| 01} 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Jumlah Kegiatan Rutin Kabupaten 156 Kali 614.256.000,00 | [DANA UMUM] - 168 Kali 650.000.000,00
dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi Bone DanaTransfer Umum-Dana
Pelaksanaan Tupoksi Alokasi Umum
Organisasi ke Tingkat
Nasional, Tingkat Provinsi,
Tingkat Kabupaten yang
diikuti
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RENCANA TAHUN

RENCANA TAHUN 2022

! 2021
URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA CATATAN
KO ‘
vE PEMERINTAHAN DAERAH DAN | PROGRAM/KEGIATAN TARGET S SUMBER | PENTING [TARGET e
PROGRAM/KEGIATAN/ LOKASI CAPAIAN INbIKAT[F CAPAIAN
SUB-KEGIATAN |KINERJA KINERJA
18 [ 01} 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumlah Aplikasi DPMPTSP Kabupaten 4 Paket 20.000.000,00 | [DANA UMUM] - 4 Paket 25.000.000,00
Pemerintahan Berbasis Elektronik vang terpelihara Bone DanaTransfer Umum-
pada SKPD Dana Alokasi Umum
18| 01| 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah 207.000.000,00 250.000.000,00
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
18| 01| 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel Jumlah Pengadaan Mebeleur Kabupaten 2 Paket 43.000.000,00 | [DANA UMUM] - 3 Paket 50.000.000,00
Bone DanaTransfer Umum-
Dana Alokasi Umum
181 01| 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Pengadaan Peralatan Kabupaten 13 Unit 164.000.000,00 | [DANA UMUM] - 15 Unit 200.000.000,00
Lainnya dan Mesin Lainnya Bone DanaTransfer Umum-
Dana Alokasi Umum
18| 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 672.670.000,00 650.000.000,00
Pemerintahan Daerah
IR [ 01} 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber | Jumlah Rekening Kabupaten 96 Rekening 144.840.000,00 | [DANA UMUM] - 96 Rekening 150.000.000,00
| Daya Air dan Listrik Telepon/WiFi dan TV Kabel Bone Dana Alokasi Umum
18] 01} 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan [Jmum Jumlah Penyediaan Jasa Kabupaten 1290 Orang 527.830.000,00 | [DANA UMUM)] - 1302 Orang 500.000.000,00
Kantor Pelayanan Umum Kantor Bone Dana Alokasi Umum
18| 01} 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 1.417.170.000,00 6.170.910.000,00
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
18|01 209] 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Pemeliharaan dan Kabupaten 10 Unit 123.440.000,00 | [DANA UMUM] - 11 Unit 123.440.000,00
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Pajak Kendaraan Bone DanaTransfer Umum-
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dana Alokasi Umum
Dinas Jabatan
18] 01| 2.09| 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Pemeliharaan Kabupaten 62 Unit 43.820.000,00 | [DANA UMUM] - 67 Unit 47.470.000,00
Lainnya Peralatan dan Mesin Bone DanaTransfer Umum-
Dana Alokasi Umum
18| 01| 2.09| 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Pemeliharaan Gedung | Kabupaten I Kegiatan 1.100.000.000,00 | [DANA UMUM] - 2 Kegiatan 3.000.000.000,00
Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor Bone Dana Alokasi Umum
18| 02 PROGRAM PENGEMBANGAN 37.240.000,00 47.000.000,00
IKLIM PENANAMAN MODAL
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KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN/
SUB-KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2021

LOKASI

TARGET
CAPAIAN
KINERJA

KEBUTUHAN
DANA/ PAGU
INDIKATIF

SUMBER DANA

CATATAN
PENTING

RENCANA TAHUN 2022

TARGET
CAPAIAN
KINERJA

KEBUTUHAN
DANA/ PAGU
INDIKATIF

18

02

2.01

Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif Dibidang
Penanaman Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

17.865.000,00

20.000.000,00

18

02

20101

Penetapan Kebijakan Daerah mengenai
Pemberian Fasilitas/Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal

Jumlah Dokumen Regulasi
Pemberian Insentif
Penanaman Modal

Kabupaten
Bone

1 Dokumen

17.865.000,00

[DANA UMUM]| - Dana
Transfer Umum-Dana Alokasi
Umum

I Dokumen

20.000.000,00

18

02

2.02

Pembuatan Peta Potensi Investasi
Kabupaten/Kota

19.375.000,00

27.000.000,00

02

2.02} 01

Penyusunan Rencana Umum
Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Kajian
dan Evaluasi RUPM

Kabupaten
Bone

1 Dokumen

13.120.000,00

[DANA UMUM] -
DanaTransfer Umum-Dana
Alokasi Umum

| Dokumen

15.000.000,00

02

202102

Penyediaan Peta Potensi dan Peluang
Usaha Kabupaten/Kota

Jumlah: Dokumen Data
Peluang Investasi

Kabupaten
Bone

1 Dokumen

6.255.000,00

[DANA UMUM] -

Dana Alokasi Umum

I Dokumen

12.000.000,00

18

03

PROGRAM PROMOSI
PENANAMAN MODAL

257.078.000,00

270.000.000,00

18

03

2.01

Penyelenggaraan Promosi
Penanaman Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

257.078.000,00

270.000.000,00

03

2,01} 01

Penyusunan Strategi Promosi
Penanaman Modal

Jumlah Dokumen Kerjasama
yang diterbitkan

Kabupaten
Bone

3 Dokumen

19.720.000,00

[DANA UMUM] ~

Dana Alokasi Umum

3 Dokumen

20.000.000,00

03

201|02

Pelaksanaan Kegiatan Promosi
Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Kegiatan Pameran
vang diikuti

Kabupaten
Bone

4 Kegiatan

237.358.000,00

[DANA UMUM] - Dana
Transfer Umum-Dana Alokasi
Umum

4 Kegiatan

250.000.000,00

18

04 |

PROGRAM PELAYANAN
PENANAMAN MODAL

777.969.000,00

850.000.000,00

18

04

2.01

Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan secara Terpadu Satu
Pintu dibidang Penanaman Modal
yang menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

777.969.000,00

850.000.000,00
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RENCANA TAHUN 2021

RENCANA TAHUN 2022

¥ INDIKATOR KINERJA CATATAN
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN : =
PEMERINTAHAN DAERAH DAN | PROGRAM/KEGIATAN TARGET el PENTING TARGET N ik e
PROGRAM/KEGIATAN/ LOKASI CAPAIAN INDIKATIF SUMBER CAPAIAN INDIKATIF
SUB-KEGIATAN KINERJA DANA KINERJA ‘
181 04} 2.01 | 01 | Penyediaan Pelayanan Terpadu - Jumlah dokumen Standar Kabupaten -2,-7500, - 1700 424.720.000,00 | [DANA UMUM] - 2, - 7700, - 1800 450.000.000,00
Perizinan dan Nonperizinan berbasis Pelayanan dan SOP layanan Bone Dokumen Dana Transfer Dokumen
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Investasi yang diterbitkan - Umum-Dana Alokasi
Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Izin terbit yang Umum
diarsipkan - Jumlah Izin yang
_ telah dikaji,diteliti dan ditinjau
18| 04 | 2.01 | 02 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen - Jumlah Dokumen Hasil Kabupaten -4,-1,-1 223.080.000,00 | [DANA UMUM] - -4,-1,-1 250.000.000,00
Perizinan dan Non Perizinan Monev Penyelenggaraan Bone Dokumen Dana Transfer Dokumen
Penanaman Modal Perizinan - Jumlah Dokumen Umum-Dana Alokasi
Hasil Pengawasan Perizinan - Umum
Jumlah Dokumen Hasil Survey
Kepuasan Masyarakat
18 | 04 ] 2.01 | 03 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Jumlah Laporan Data Layanan | Kabupaten 4 Laporan 130.169.000,00 | [DANA UMUM] - 4 Laporan 150.000.000,00
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Informasi Perizinan dan Kasus | Bone Dana Transfer
terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan | Penanganan Pengaduan Umum-Dana Alokasi
dan Non Perizinan Umum
18| 05 PROGRAM PENGENDALIAN 259.337.500,00 210.000.000,00
PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL
18 05| 2.01 Pengendalian Pelaksanaan 259.337.500,00 210.000.000,00
Penanaman Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah Kab/Kota
18 [ 05] 2.01| 01| Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil Kab. Bone 1 Dokumen 45.600.000,00 | [DANA KHUSUS] - 1 Dokumen 50.000.000,00
Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Kegiatan Pemantauan Dana Alokasi Khusus|
Modal Penanaman Modal Non Fisik
18| 05| 2.01| 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Kegiatan Pembinaan Kabupaten 2 Kegiatan 122.537.500,00 | [DANA KHUSUS] - 3 Kegiatan 60.000.000,00
Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Pelaksanaan Penanaman Bone Dana Alokasi Khusus
| Modal Modal Non Fisik
18 [ 05 2.01 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil Kabupaten 1 Dokumen 91.200.000,00 | [DANA KHUSUS] - 1 Dokumen 100.000.000,00
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Pengawasan Penanaman Bone Dana Alokasi Khusus
Modal Modal Non Fisik
18 | 06 PROGRAM PENGELOLAAN 6.110.000,00 20.000.000,00
DATA DAN SISTEM INFORMASI
PENANAMAN MODAL
IRENCANA TAHUN 2021 RENCANA TAHUN 2022
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URUSAN/BIDANG URUSAN ) LOKASI TARGET TARGET
KODE PEMERINTAHAN DAERAH DAN | INDIKATOR KINERJA CAPAIAN KEBUTUHAN SEMESR CARATAN | A KEBUTUHAN DANA/
PROGRAM/KEGIATAN/ PROGRAM/KEGIATAN KINERJA DANA/ PAGU DANA PENTING [ vRIA PAGU INDIKATIF
SUB-KEGIATAN ) INDIKATIF i
18 | 06 | 2.01 | Pengelolaan Data dan Informasi 6.110.000,0 20.000.000,00
5 Perizinan dan Non Perizinan yang 0

Terintegrasi pada Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

18 061 2.01 | 01 | Pengolahan, Penyajian dan Jumlah Dokumen Data Kabupaten 1 Laporan 6.110.000,0 | [DANA UMUM] - | Laporan 20.000.000,00
Pemanfaatan Data dan Informasi Peluang Investasi Bone 0 Dana
Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Transfer Umum-Dana
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Alokasi Umum
Terintegrasi secara Elektronik
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BAB V
PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau

pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana

Kerja tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan

kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan

misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk

terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan

kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1.

Seluruh Bidang dan Sekretariat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone, berkewajiban untuk melaksanakan
program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja
Tahun 2021, secara sinergitas dan terintegrasi. Berdasarkan laporan hasil
evaluasi dari seluruh Bidang dan Sekretariat, Sub Bagian Perencanaan dan
Program menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut
pelaksanaan Renja Tahun 2021.

Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Tahun 2021, Renja Tahun
2021 dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun
2021.

Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan
efesiensi pelaksanaan pembangunan, setiap Bidang dan Sekretariat wajib
melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2021,
sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang
diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada
Kepala Dinas, melalui Sub Bagian Perencanaan dan Program serta Sub Bagian
Keuangan.

Secara proaktif, Sub Bagian Perencanaan dan Program, wajib melakukan
monitoring, pengkajian pelaksanaan Renja Tahun 2021 serta menghimpun dan
menganalisis laporan 3 (tiga) bulan pelaksanaan dari masing-masing Bidang
dan Sekretariat dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Dinas.

Pada akhir tahun anggaran 2021, setiap Bidang dan Sekretariat wajib

melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2021, sesuai dengan



TUPOKSI masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Kepala
Dinas melalui Sub Bagian Perencanaan dan Program serta Sub Bagian
Keuangan.

Renja Tahun 2021 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31
Desember 2021. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan
hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan
menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan
efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan.

Kegiatan perencanaan dan penyusunan Kebijakan Penanaman Modal
dengan indikator penyusunan dokumen regulasi pemberian insentif /
kemudahan kepada penanam modal dan kegiatan pengembangan system
informasi penanaman modal merupakan dua kegiatan prioritas pada Rencana
Kerja Dinas Penanaman Modal Tahun 2021, dalam kegiatan ini diharapkan
mampu meningkatkan nilai investasi dan mewujudkan pelayanan perizinan dan

non perizinan yang cepat, efektif, efisien transparan dan akuntabel.



